Uni versitas Indonesia Library >> U - D sertasi Menbership

géoa?omi desa dengan acuan khusus pada desa di propinsi Sumatera
an

Zen Zanibar M.Z., author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20279179& lokasi=Iokal

Desentralisasi telah berlangsung sgjak zaman Hindia Belanda (1903). Pengejawantannya di tingkat desa
dimulai sgjak diterbitkannya GO 1906. Pengaturan periode tersebut bersifat pengakuan. Dalaml masa RI
otonomi desa diakui secara konsitusional dalam Pasal 18. Dalam pekembangannya otonomi desa mengalami
pasang surut. Hal itu disebabkan oleh berbagai pertimbangan, mulai dari desa sebagai titik berat otonomi
dengan mengatur desa sebagai daerah otonom, Dati 111, sampai akhirnya sebagai kesatuan masyarakat
hukum di bawah kahupaten. Pengaturan desa periodef Rl dengan peraturan baru sehingga desa lebih sebagai
bentukan baru. Persoalan utama dalam disertasi ini: bagaiména perbedaan pengaturan desa diakui dan desa
dibentuk: ii. Apakah kedua desa tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam pengeloaan SDA. Desa
yang diakui atau marga di Sumatera Selatan diatur dengan |GOB. Upaya perubahan dengan UU baru selama
periode RI tidak banyak merubah penyelenggaraan marga karena sebagai besar gagal, kecuali UU No. tahun
1979. Marga memiliki kewenangan mengelola SDA seperti pada masa berlakunya |GOB. IGOB terakhir
dicabut oleh UU Desapragjatahun 1965. Tetapi karena UU ini ditunda pemberlakunnya, maka pengaturan
marga kembali diselenggarakan menurut hukum adat yang sesungguhnya sama dengan IGOB. Karenaitu
sgjak ditundanya pemberlakuan UU Desapraja pengaturan marga diatur dengan peraturan-peraturan yang
diterbitkan oleh Mendagri, Perda, dan Keputusan Gubernur. Kewenangan dalam bidang SDA antara kedua
desa tersebut sangat berbeda. Perbedaan dimaksud tercermin dari pengaturan otonomi desa yang diatur oleh
|GOB, hukum adat dan UU bail: dalam UU Pemerintahan (di) Daerah maupun UU tetang pemerintahan
Desa. Perbedaan pengaturan dan kewenangan tersebut ternyata dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional.
Upaya Pemerintah Pusat menerapkan desentralisasi ternyata mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut
mengarahkan Pemerintah Pusat untuk menata penyelenggaraan negara lebih sentralistik. Pengaturan
desentralisasi dan otonomi desa dalam berbagai UU dalam periode RI secara teoritis sejalan dengan teori
desentralisasi statis, tetapi tidak sesuai dengan teori desentralisasi dinamis. Karenaitu pengaturan tersebut
sebagian besar relevan dengan teori desentralisasi statis Hans Kelsen tetapi tidak relevan dengan teori
desentralisasi dinamis. Dari sisi kebijakan bentuk peraturan perundang-undangan desetralisasi relevan
dengan teori kebijakan (policy process) tetapi dari tata cara pembentukannyatidak sejalan dengan teori
hirarki perundang-undangan (stuféntheorie). Penggunaan istilah daerah otonom telah mengaburkan
pengertian desentralisasi dan otonami secarateoritis . Konsep desentralisasi dinamis patut diterapkan dengan
caramengatur kewenangan propinsi, kabupaten/kota dan desa dalam satu undang-undang secara tegas
sekaligus untuk menetralisir otonomi luas dalam rangka demokratisasi di tingkat lokal.
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